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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pembelaan Terpaksa Melampani Batas (Noodweer
Excess) Dengan FPenganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi
Kehormatan diri (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul)”, latar
belakang dari penulisan skripsi ini adalah Kejahatan bisa terjadi dimana-mana tanipa
mengenal waktu dan semakin meningkat termasuk tindak pidana pengariiayaan
yang dilakukan terhadap sesama manusia dengan sengaja maupun tidak sengaja.
Penganiayaan tidak disengaja adaiah pembelaan darurat contohnya Pada saat
dianiaya karena marah yang sangat besar sehingga dilakukan pembelaan. Begitulah
dengan Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena kesusilaan dirinya
tercela karena korban didepan umum. Maka dari itu timbul pertanyaan dalam
. Turusan masalah yang dibahas adalah Bagaimana Penilaian Hakim Pada Syarat
Proposionalitas Dan Syarat Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Studi Putusan
Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bui? dan Bagaimana Pertiznbangan Hukum Hakim Yang
Mentadakan Hukuman Terhadap Pelakn Pembelzan Terpakss Melampaui Batas
(Noodweer Excessy Dengan Penganioyasn Terhadap ¥orban Untuk Melindungi
Kehormatan diri Studi Putusan Nomor 18/Pid B/202¢/PX Bul?. Tujuan dari
penelitian ini agar mengetehui penilaian hakim pada svarat proposionalitas dan
subsidaritas dan jugs mengetshut dassr hukum: dari bakim vang meniadakan
hukuman terhadap peiaka yang melakukan pembelaan darurat dalam tindak pidana
penganiayaan. Jenis penelitian yang dipakai adslah penelitian bersifaz normatif
dengan menggunakan studi kasus putzsan nomor 18/Pid B/2020/PN.Bul dan
pendekatan perundang-undangan. kesimpetan ini mengeracut pada penilaian hakim
pada syarat propostonalitas dan subsidaritas dan dasar hukum hakim meniadakan
hukuman terkadap pelaku pembelaan darurar dalam tindak pidana penganiayaan.
Kata Kunci: Pembelaan Darurct {Noodweer Excess), Tindak Pidana
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum, UUD 1945
mengukuhkan bahwa Indonesia merupakan satu negara hukum (Rechistaat) yang
terbukti dari ketentuan pada pembukaan, batang butuh, serta penjelasan UUD 1945.
Hukum dibuat atas maksud agar mampu melindungi serta membentuk keteraturan
di tengah masyarakat demi terwujudnya kesetaraan bagi seluruh strata sosial di
masyarakat. Namun, dalam praktiknya marak dijumpai pengingkaranpengingkaran
serta pembiasan atas tujuan ini, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun yang
tidak disengaja. Sudah seharusnya penegak hukum menunaikan tanggung jawabnya
sebagaimana ketentuan yang ada.t

Hukum secara umum dibuat untuk kebaikan manusia itu sendiri, dan
berguna memberikan argumentasi yang kuat bahwa bila hukum diterapkan dalam
suatu masyarakat maka mereka akan dapat merasakan kebenaran,kebaikan,
keadilan, kesamaan dan kemaslahatan dalam hidup di dunia ini.

Seperti hukum positif yang merupakan hasil interpretasi manusia terhadap
peraturan dan perbuatan manusia di dunia, sedangkan hukum Islam
menghubungkan antara dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan rohani dan

kebutuhan jasmani. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi suruhan Allah dan

! Ramli Hutabarat, Persamaan dihadapan hukum “Equality Before The Law” Di
Indonesia, (Jakarta: Ghay Indonesia, 1985), HIm. 11. Dikutip melalui Minority Group Protection in
Indonesia to Realize Justice and Equality Before The Law
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/506984Jurnal%20Volume%20%206%20N0%201.pdf
| RechtsVinding Journal | Vol.6 No.1, Pada tanggal 23 Mei 2022 Pukul 15.55.



https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/506984Jurnal%20Volume%20%206%20No%201.pdf

kemudlaratan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali kepada
pelakunya sendiri.?

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan memiliki kata
dasar aniaya yang berarti perbuatan bengis seperti (penyiksaan, penindasan, dan
sebagainya). Penganiayaan sendiri menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah
perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan
cacat badan atau kematian.> Sedangkan dalam kamus hukum Undang-undang
definisi penganiayaan masuk kedalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan,
yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP
hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti
penganiayaan tersebut.

Penganiayaan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam
kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah penganiayaan ini diberikan kepada
suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai
perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi
yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat, yang merupakan suatu tindakan yang
tidak dapat dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal adanya
alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seorang yang

melakukan perbuatan yang seharusnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak

2 Shiddigi, Figh Indonesia, Penggagasan dan Gagasannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1997), HIm 89. Dikutip melalui Tinjauan Konsep Hifdzu Al-Nafs (Magasid Al-Syariah) Terhadap
Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44618 | Dicka Nanda Dermawan | skripsi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 20.20.

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Penganiayaan, https:/kbbi.web.id/aniaya, pada
tanggal 28 Juli 2022 pukul 14.30.
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dipidana. Salah satunya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan
pelaku. Jadi walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, karena
alasan pemaaf pelaku tidak dipidana, artinya perbuatannya tersebut tetap melawan
hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri pelaku maka
perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, seorang anak yang
menganiaya temannya hingga mengalami luka berat, dalam hal ini jelas-jelas
perbuatannya tersebut melawan hukum, namun karena alasan pemaaf inilah
perbuatannya dimaafkan. Yang menjadi dasar pemaaf, diantaranya:*

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 ayat 1 KUHP)

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP)

3. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal

51 ayat 2 KUHP).

Pada skripsi membahas terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas
(Noodweer excess) hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP sama halnya dengan
pembelaan darurat , tetapi pembelaan terpaksa harus ada serangan yang sekonyong-
konyongnya dilakukan pada saat itu juga dan yang membuat keguncangan jiwa
yang hebat, oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap
melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat
sehingga Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut.

Dalam menegakkan hukum salah satunya melalui Pengadilan, Pengadilan
merupakan tempat yang sakral bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan

memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim memiliki

4 Muhammad Ridho, “Analisis Pembuktian Alasan Pembenar dalam Tindak Pidana
Pembunuhan biasa (Studi Putusan No.4/ Pid.Sus-Anak/2016/PN.Ban)” Jurnal Hukum, Hlm.lI.
diakses 10 Juli 2022 pukul 13.22.



tugas yaitu mengadili dan memberikan putusan sebagaimana mestinya terhadap
pelaku dan hakim tidak diperbolehkan memberikan pidana terhadap terdakwa
kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jika Pengadilan
memutuskan bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan, kesalahan terdakwa atas
tindakan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah, terdakwa dapat dibebaskan (Vrijspraak).

Putusan Lepas (Ontslag Van Alle Rechtvervolging) adalah putusan
pengadilan yang melepaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena
Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dibuktikan secara sah dan
meyakinkan menurut Undang-Undang, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak
pidana.® Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika Pengadilan memutuskan bahwa perbuatan yang
didakwakan terhadap terdakwa terbukti tetapi bukan
merupakan tindak pidana, maka terdakwa dilepaskan dari
segala tuntutan hukum?”

Berdasarkan hal diatas, terdapat kasus yang bersangkutan dengan
penganiayaan yang dilakukan untuk membela diri, salah satunya kasus
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku untuk melindungi kehormatan dirinya
didepan umum, salah satunya ialah kasus penganiayaan di kabupaten buol,
Sulawesi Tengah, terdakwa bernama Sarlan Timumun, S.Sos allias Alan yang
melakukan penganiayaan karena dirinya dipermalukan oleh korban didepan umum
dan juga membuat istri pelaku dan pelaku mengalami kegunjangan jiwa akibat
perilaku korban sehingga pelaku marah dan pelaku menikam mata korban

menggunakan kunci motornya hingga berdarah. Berdasarkan putusan hakim

5 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), HIm.153.



menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan alternatif pertama dan
dilepaskan dari tuntutan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum.

Maka timbulnya sebuah kemenarikan dari kasus ini untuk dikaji secara
ilmiah. Penulis melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul
“Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dengan
Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri (Studi

Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul)”

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dari itu dapat
diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penilaian Hakim Pada Syarat Proposionalitas Dan Syarat
Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Studi Putusan Nomor
18/Pid.B/2020/PN.Bul ?

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Yang Meniadakan Hukuman
Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer
Excess) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi

Kehormatan diri Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul ?

C. Tujuan Penelitian
Pada penulisan skripsi ini diinginkan adanya beberapa tujuan yang akan
dicapai. Berikut tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Penilaian Hakim Pada Syarat Proposionalitas Dan Syarat
Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Studi Putusan Nomor

18/Pid.B/2020/PN.Bul.



2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Yang Meniadakan
Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas
(Noodweer Excess) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk

Melindungi Kehormatan diri Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dituliskan, diharapkan
adanya manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat
teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Penulisan Skripsi ini diinginkan untuk menjadi sebuah manfaat hukum
dalam menambahkan sebuah pengetahuan tentang Penilaian Hakim Pada
Syarat Proposionalitas Dan Syarat Subsidaritas Dalam Pembelaan
Terpaksa Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.
b. Penulisan Skripsi ini juga diinginkan untuk menjadi sebuah manfaat
hukum dalam menambahkan sebuah pengetahuan tentang Pertimbangan
Hukum Hakim Yang Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan
Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dengan Penganiayaan
Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri Studi Putusan
Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul yang merupakan suatu kejahatan dalam
prespektif hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
Penulisan skripsi ini diinginkan untuk memberikan dan menambahkan

sumber informasi jawaban atas Penilaian Hakim Pada Syarat



Proposionalitas Dan Syarat Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Studi
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul dan Pertimbangan Hukum Hakim
Yang Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa
Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dengan Penganiayaan Terhadap
Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri Studi Putusan Nomor

18/Pid.B/2020/PN.Bul.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sangat penting untuk diterapkan dalam penelitian supaya
bahasan dalam penelitian lebih jelas dan juga menghindari pembahasan yang
menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang dibahas. Maka dari itu penulis
membatasi ruang lingkup dalam skripsi ini yang membahas tentang Penilaian
Hakim Pada Syarat Proposionalitas Dan Syarat Subsidaritas Dalam Pembelaan
Terpaksa Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul dan Pertimbangan Hukum
Hakim Yang Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa
Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban

Untuk Melindungi Kehormatan diri Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.

F. Kerangka Teori

Penggunaan kerangka teori dalam penelitian ini supaya memperkuat
kebenaran dari permasalahan yang di bahas sehingga menggunakan teori sebagai
berikut :

1. Teori Keadilan
Keadilan berasal dari kata adil yang menurut Kamus Bahasa Indonesia

Lengkap adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat



sebelah.® Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar
negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang
terkandung dalam sila tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan
kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri,
manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan
negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.’

Keadilan dikenal sebagai suatu perilaku adil dalam menempatkan segala
hal pada tempatnya atau takarannya, adil itu tidak harus merata untuk semua
orang dan sifatnya subjektif. Jika keadilan diartikan sebagai legalitas, maka adil
jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya harus
diaplikasikan.

Nilai-nilai keadilan ini harus menjadi dasar yang harus diwujudkan
dalam hidup berdampingan dengan Negara untuk mencapai tujuan Negara, yaitu
mencapai tujuan Negara, yaitu mencapai kesejahteraan seluruh warga Negara
dan seluruh wilayahnya, dengan mendidik seluruh rakyatnya. Dengan demikian
nilai-nilai keadilan menjadi dasar dalam pergaulan antarnegara sesama bangsa
didunia dan prinsip-prinsip ingin mewujudkan ketertiban hidup bersama dengan
berdasarkan suatu prinip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi,

serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).®

® Eko Hadi Wiyono, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Jakarta : Akar Media, 2017), HIm.
10.

" Kaelan, Pendidikan Kewenegaraan Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta : Paradigma,
2007), HIm. 36.

8 M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Filsafat Hukum, cet. 2, (Jakarta : Kencana,
2014), HIm. 87.



Menurut Aristoteles filsuf Yunani yang berbicara mengenai keadilan.
Bagi Aristoteles keutamaan, adalah ketaatan terhadap hukum adalah sebuah
keadilan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 sebagai berikut:

1. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik
yang menitikberatkan pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang
lain yang diperoleh oleh masyarakat.

2. Keadilan Korektif merupakan keadilan yang terkait dengan pembetulan
sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan
atau menghukum pelaku secara pantas bagi pelaku kejahatan. Jadi ganti rugi
dan sanksi merupakan sebuah keadilan korektif.°

Lalu menurut Widiartana mengatakan bahwa dalam hukum pidana
biasanya dikenal dengan 2 (dua) macam keadilan, yaitu:

1. Keadilan retributif adalah keadilan yang menitikberatkan pada pemidanaan
pelaku kejahatan sebagai pembalasan atau pengimbalan atas kejahatan yang
telah dilakukannya.

2. Keadilan restoratif adalah keadilan yang lebih menitikberatkan yang
berfokus pada perbaikan atau pemulihan korban yang telah menderita akibat
kejahatan si pelaku. Ini juga wujud pertanggungjawaban pelaku tanpa

mengesampingkan kepentingan rehabilitas terhadap pelaku. Menurut

® Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, (Yogyakarta : Kanisius, 1984),
Him. 29. Dikutip melalui PENGARUH PARADIGMA POSITIVISME TERHADAP TEORI
HUKUM DAN PERKEMBANGANNYA (https://media.neliti.com/media/publications/159986-
ID-pengaruh-paradigma-positivisme-terhadap.pdf) | Neni Sri Imaniyati | Volume XIX No.3.
diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 16.44.



https://media.neliti.com/media/publications/159986-ID-pengaruh-paradigma-positivisme-terhadap.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/159986-ID-pengaruh-paradigma-positivisme-terhadap.pdf
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Widiartana keadilan restoratif dalam bidang pidana lebih mengacu kepada
asas kekeluargaan dalam Pancasila.*®
Oleh karena itu keadilan dan kebenaran menjadi Kompas, maka proses
hukum pasti berjalan secara objektif dan rasional. Rasional yang artinya logis,
memiliki tolak ukur yang jelas dan bisa diterima dengan akal sehat manusia.
Objektif artinya penyelesaian kasus yang mengikuti prosedur normatif yang
terkait dengan masalah yang ditangani, bukan mengikuti sunjektif pihak
pelaksana hukum dan tidak memandang bulu. Sehingga semua orang berada
dalam hukum yang objektif, adil, dan rasional, yang jahat pasti mendapat
hukuman, yang lemah tidak diperlakukan sewenang-wenang dan orang yang
kuat tidak kompromi, harus diadili jika terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana.!

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk
mewujudkan nilai dari suatu putusan peradilan yang mengandung keadilan (ex
aquo et bono) dan kepastian hukum, selain itu juga memiliki manfaat bagi para
pihak yang terlibat sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan
teliti, baik, dan cermat.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan (considerans) adalah keputusan

Hakim atau argumen Hakim untuk memutuskan suatu perkara. Apabila argumen

10 G. Widiartana, Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana, Makalah Diskusi, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UAJY,
2010), HIm. 5.

11 Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, Hukum Etika & Kekuasaan,
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), HIm. 112.
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hukum itu salah dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian bisa
menilai jika putusan itu salah dan tidak adil.!> Sehingga dasar pertimbangan
dapat dikatakan sebagai argumen yang menjadi dasar/bahan penyusunan
pertimbangan majelis Hakim sebelum membuat analisa hukum yang kemudian
digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan
Hakim memiliki tempat terpenting dalam suatu putusan yang dijatuhkan oleh
Hakim dalam suatu putusan, karena semakin baik dan tepat pertimbangan yang
digunakan oleh Hakim dalam suatu putusan, maka akan mencerminkan luasnya
makna keadilan yang ada pada Hakim yang membuat putusan tersebut.

Putusan Hakim adalah keputusan tertinggi dari suatu perkara yang
diperiksa dan diadili olen Hakim. Hakim memberikan keputusannya
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:*3

a. Keputusan mengenai peristiwa, melihat terdakwa terbukti atau tidaknya
telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

b. Keputusan mengenai hukum, melihat perbuatan terdakwa terbukti atau
tidaknya melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan
suatu tindak pidana yang diatur dalam UU, apakah bersalah dan dapat
dipidana.

c. Keputusan mengenai pidana, apabila terdakwa dapat di pidana.

41.

2.3, M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009), HIm.

13 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), HIm. 74. Dikutip

melalui KEBIJAKAN  PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PERJUDIAN (https://core.ac.uk/download/pdf/11715859.pdf)
| SUGENG TIYARTO | TESIS UNDIP 2006 diakses pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 21.33.



https://core.ac.uk/download/pdf/11715859.pdf

12

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan yang telah ditentukan
oleh UU dan mempertimbangkan segala aspek. Hakim tidak boleh menjatuhkan
putusan yang lebih rendah dari batas minimal dan juga Hakim tidak boleh
menjatuhkan hukuman yang lebih tnggi dari batas maksimal hukuman yang telah
ditentukan oleh UU. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempunyai
pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-
alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan Hakim memenuhi rasa

keadilan bagi masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan dan
mengantisipasi masalah melalui cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang
absah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan
melalui bahan hukum doktrinal dan bahan pustaka, sesuai apa yang tertuang
dalam peraturan perundang-undangan (law book) atau hukum yang
dirancangkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang
berperilaku yang dianggap pantas.}* Sehingga penelitian ini berdasarkan
analisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan

dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

14 Jonaedi Efendi dan Johnny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), HIm. 123.
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2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan-

pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, yaitu
a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) Pendekatan
perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang bersangkut paut dengan Penilaian Hakim
Pada Syarat Proposionalitas Dan Syarat Subsidaritas Dalam Pembelaan
Terpaksa Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul dan Dasar Hukum
Hakim Yang Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan
Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dengan Penganiayaan
Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri Studi Putusan

Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.

b. pendekatan kasus (case approach) melalui pendekatan kasus yang

terjadi dalam studi putusan nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.

3. Jenis Dan Bahan Penelitian Hukum
Sumber bahan penelitian hukum ini merupakan bahan sekunder yang
berupa:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan
perundang-undangan, norma dasar, aturan dasar, traktat, yurisprudensi,
dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi yang berkaitan dengan objek
penelitian. Sumber Bahan Penelitian Hukum ini, yaitu:

1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;



14

2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4) Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang
Pembelaan Terpaksa;
5) Pasal 351 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tentang Penganiayaan;
6) Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder mengacu pada bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini
meliputi, buku, jurnal yang berhubungan dengan permasalahan, pendapat
dari para ahli, dan juga hasil-hasil penelitian hukum.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan sebuah
penjelasan mengenai dua bahan hukum diatas, bahan hukum tersier ini
meliputi indeks, ensiklopedia serta kamus yang berhubungan dengan
permasalahan yang dibahas.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah metode
penelitian kepustakaan (library research) yang berasal dari buku-buku
karya ilmuwan dan pakar hukum yang membahas mengenai hukum pidana,
dokumen-dokumen, jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan

pidana yang dibahas dalam skripsi.
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Teknis Analisis Bahan Hukum
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif,
yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan putusan pengadilan.’® Pada penelitian
ini  menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa
pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana wajarnya
penelitian hukum normatif. Lalu hasil analisis akan dihubungkan dengan
permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian
objektif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.
Metode Penarikan Kesimpulan
Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang
dilakukan secara deduktif yaitu kerangka atau cara berpikir yang bertolak
belakang dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk
mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus, sehingga

mencapai tujuan yang diinginka

15 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet 3 (Jakarta: Sinar Grafika 2011), HIm. 105.
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